
GUBERNUR SUMATERA UTARA

-PERATURAI{ GUBERI{UR SUI{ATERA UTARA
NOMOR 2zl TAHU|T 2011

TENTAT{G

TATA CARA PERHITUilGAN T{I1AI PEROLEHAil AI& HARGA AIR BAKU DAN
HARGA DASAR AIR UNTUK PENETAPAN PAIAK AIR PERMUI(AA'{

DI PROVII{SI SUMATERA UTARA

DEI{GAN RAHMAT TUHAI{ YAI{G MAHA ESA,

GUBERilU R SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi

Sumatera Utara perlu diatur Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air
(NPA), Harga Air Baku (HAB) dan Harga Dasar Air (HDA) untuk
penetapan Pajak Air Permukaan;

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara

Perhitungan Nilai Perolehan Air, Harga Air Baku dan Harta Dasar Air

untuk penetapan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Sumatera Utara;

: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun L997 tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Palaa (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3686) sebagaimana telah dubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan

Kedua atas undang-Undang Nomor 19 Tahun L997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadlan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang*Undang Nomor 14 Tahun 2A02 tentang Pengadilan Paiak;



6.

4.

5.

10.

11.

L2.

13.

UndangrUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A4 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20A4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
UndangrUndang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 44,38);

Undangr-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertarnbangan
Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4e59);

UndangrUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
50ae);

Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pernerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak

Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah

dan Penerimaan Pendapatan Lain - lain;
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14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera ljtara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

16, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Sumatera Ubra (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 1);

TTIEMUTUSKAI{ :

Menetapkan : PERATURAN GUBERT{UR TEI{TANG TATA CARA PERHITUIIIGAI{
HILAI PEROTEHAN AI& HARGA AIR BAKU DAN HARGA DASAR
AIR UilTUK PENETAPAI{ PATAK AIR PER]TIUIGAN DI PROVII{SI
SI'MTERA UTARA

BAB. I
KETEITTUA]I UTIU]I

Pasal 1

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera
Utara;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera
Utara;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan;

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut PAP adalah Pajak

atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Peru nda ng-undanga n Perpaja kan Daerah;

Masa pajak adalah jangka waKu 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waKu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur,
paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi

Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan rnelaporkan Fjak
yang terutang;

3.

4.

5.

7.



8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD

adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek pajak dan/atau
bukan objek pajak dan/atau harb dan kewajiban sesuai Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah

Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak terutang;

10. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disebut NPA adalah nilai air
yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan Air Permukaan

yang besarnya s6ma dengan volume air yang diambil dikalikan

dengan Harga Dasar Air;

ll.Harga Dasar Air yang selanjutnya disebut HDA adalah harga air
permukaan persatuan volume air yang akan dikenai pajak
pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang besarnya 56ma dengan

Harga Air Baku dikalikan dengan faKor nilai air;

t2.Harga Air Baku yang selanjutnya disebut HAB adalah harga rata-rata

air persatuan volume yang besarnya sama dengan Nilai Investasi

untuk mendapatkan air dibagi dengan volume yang diproduksi;

13. FaKor Nilai Air yang selanjutnya disebut FNA adalah suatu bobot nilai

dari komponen sumber daya alam, dan komponen kompensasi
pernulihan, peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan
berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume
pengambilannya;

l4.Kompensasi pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upgya

pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan

terjadi akibat pengambilan danlatau pemanfaatan air;

l$.Kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah biaya yang dipungut

dengan subsidi silang pengambitan dan/atau pemanfaatan Air

Permukaan.

BAB II
KOMPOI{EN, PERUI{TUKAN DAt{ PENGGOLOI{GAN

Pasal 2

(1) Komponen sumber daya alam terdiri dari faKor jenis sumber air

lokasi sumber dan faKor kualitas air;

(2) Komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan

terdiri dari faKor votume air yang diambil, musim pengambilan, luas

areal tempat pemanfaatan air dan fa$or kerusakan lingkungan;

(3) Peruntukan atau pemanfaatan adalah penggolongan Wajib Pajak

dari segi usaha atau kegiatan yang dilalaanakan :

a. Golongan Industri
b. Golongan Non Industri



(4) Peruntukan sebagaimana dimaksud ayat (3) digolongkan
berdasarkan kriteria lokasi tempat pengambilan air dan jenis sumber
air :
a. Industri dan Non Industri Kiteria I, apabila pengambilan

dan/atau pemanfaatan air permukaan dari sumber air
tergenang;

b. Industri dan Non Industri Kriteria II, apabila pengambilan
dan/atau pemanfaatan air permukaan dari sumber air mengalir .

BAB III
PERHITUNGAN FAKTOR NILAI AIR PERMUI(AAN

Pasal 3

Untuk menghitung besaran faKor nilai air, tiap komponen diberi bobot
sebagai berikut:

?. Bobot Komponen Sumber Daya Alam :

No. KRITERIA PERINGKAT BOBOT

1.

2.

Air Permukaan dari air tergenang
Kriterial (K-I)

Air Permukaan dari air mengalir
Kriteria II ( K-II )

2

1,5

4

2.25

b. Bobot Komponen Harga Dasar Air :

NO. KOMFOl{EN PER,SEI{TASE BOBOT

1.

2.

Sumber Daya Alam

Kompensasi pemulihan peruntukan
dan pengelolaan

60

4A

0r6

0,4

G. Bobot Komponen Kompensasi l

l{o. PERUTIITUKAT{
0-so
il3

51 -
soo
il3

501 -
1000
ll3

1001 -
2500

M3
2500
Mr

1.

2.

Industri K-I

Industri K-II

4

2,50

4,44

2,75

4,80

3,00

5,20

3,25

5,60

3,50



d. Bobot Kompnenompensasi :

Pasal 4

Cara menghitung Fakor Nilai Air :

a. FaKor Nilai Air Permukaan (air tergenang) untuk wajib pajak Golongan
Industri K-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

b. FaKor Nilai Air Permukaan (air mengalir) untuk wajib pajak Golongan
Industri K-II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

c. FaKor Nilai Air Permukaan (air tergenang) untuk wajib pajak Golongan
Non Industri K-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

d. FaKor Nilai Air Permukaan ( air mengalir ) untuk wajib pajak Golongan
Non Industri K-II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf d
yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

BAB ry
PERIIITUI{GA]{ 1{I I.AI PE ROLE HAN AIR PER]II UI(AAI{

Pasal 5

f.ara perhitungan Harga Air Baku untuk Air Permukaan adalah :

a. Biaya investasi mulai dari standar minimal disusun secara proporsional

ketingkat investasi Rp. 150.000.000,- ;

b. Biaya operasional dan biaya investasi ditetapkan dengan perbandingan

L:2,5 (satu berbanding dua koma lima);

c. Umur teknis dan umur ekonomis mesin dan instalasi ditetapkan 10

(sepuluh) tahun ;

d. Volume air yang dihasilkan rata2 setiap hari 50 ( lima puluh ) Ma atau

182.500 (seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah ) M3 selama

umur teknis dan ekonomis mesin dan instalasi ;

J{O. PERUNTUKAil
o-
50
llt

51 -
500 M3

501 -
1000 M3

1001 -
2soo

M3
M3

1.

2.

Non Industri K-I

Non Industri K-II

2

1

2,20

1,10

Z,4A

1,20

2,64

1,30

2,80

L,40



NO INVESTASI OPERASIOlIAL JUtrltAH

HARGA
AIR

BAKU
(RD.)

1
126.000.000 s/d
1s0.000.000

60.000.000 210.000.000
1.150,68

2
101.000.000 s/d
12s.000.000 s0.000.000 175.000.000

958,90

3
86.000.000 s/d

100.000.000 40.000.000 140.000.000
767,L2

4
70.000.000 sld
85.000.000 34.000.000 119.000.000

652,05

5
s6.000.000 s/d
70.000.000 28.000.000 98.000.000

536,99

6
41.000.000 s/d
55.000.000 22.000.000 77.000.000

42L,92

7
31.000.000 s/d
40.000.000 16.000.000 s6.000.000

306,85

B

21.000.000 s/d
30.000.000 12.000.000 42.000.000

230,L4

9
11.000.000 s/d
20.000.000 9.000.000 28.000.000 t53,42

10
5.000.000 s/d

10.000.000 4.000.000 14.000.000 76,7L

Jumlah Investasi +
Ooerasional

959.000.000 5.254,78

Harga Rata-rata Air Baku
oer Ms (Ro.) 525

Pasal 6

(1) Perhitungan harga air baku untuk air permukaan adalah :

Q) Harga air baku untuk jenis air permukaan adalah Rp. 525 per Ms

Pasal 7

Cara menghitung nilai perolehan air adalah :

(l) Mengalikan faKor nilai air dengan harga air baku menjadi harga dasar
air menurut bagian volume ( segmen kubikasi );

(2) Harga dasar air dikalikan dengan besar volume menjadi nilai
perolehan air.



BAB V
PER}IITUNGAII FOKOK PAJAK

Pasal 8

C;ra menghitung pokok pajak adalah :

(l) Perhitungan nilai perolehan air untuk golongan industri dan non
industri ditetapkan berdasarkan Kriteria I dan Kriteria II;

(2) Perhitungan nilai perolehan air dan besarnya pajak terutang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A sampai dengan
huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 9

(l) Hasil perhitungan harga dasar air berdasarkan volume air, jenis
sumber air dan golongan wajib pajak Kriteria K-I sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

(2) Hasil perhitungan harga dasar air berdasarkan volume air, jenis
sumber air dan golongan wajib pajak Kriteria II sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagan tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

(3) Khusus penetapan Harga Dasar Air untuk pemakaian dan/atau
pemanfaatan oleh PDAM, Pembangkit Listrik (PLN Persero) dan
Pertamina / Explorisasi ditetapkan sebagai berikut :

- PDAM Rp. 150,- / ma
- Peftamina Rp. 150,- / mr
- Pembangkit Listrik Rp. 75,- | Kwh

Pasal 1O

Harga air baku dan harga dasar air akan diUnjau kembali secara periodik
dan ditebpkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PERAUHAN

Pasal 11

Hal-hal yang bersifat teknis dan memerlukan pngaturan lebih lanjut
akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.



BAB VII
KETENTUA]T PEI{UTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinbhkan
Pengundangan Perafi,lran ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 April 2011

PIt. GUBERIIUR SUI{ATERA UTARA,

dto

GATOT PU'O ]{UGROHO

Diundanokan di Medan
pada tan-ggal A ft?Vte z-olt

PIt, SEKRffARJS

H. RACHMA

BERITA DAEMH PROVINSI SUMATERA UTAMTAHUN 2O1T NOMOR 2?



B.

TABEL I WP @LONGAN INDUSTRI K.I SUIBERAIR PERI{UKAAN ( TERGENANG I

TABEL II WP GOLONGAN INDUSTRT K.{I SUTBER AIR PERTUKAAN ( ilENGALIR )

TABEL III VI'P GOI.ONGAN NON IT{DUSTRI K{ SUTSER AIR PERTUKAAN ( TERGEI{ANG }

TABEL IV WP GOLOT.IGAN NON INDI'STRI K{I SUiIBER AIR PERiIUKAAN { TENGALIR }

LAHFIRAN I PERATURANGUBERI{URSUIIATERAUTARA

NOilIOR 24 TAHUN 20',t{

TANGGAL 8 APril 201{

PIL GUBERNUR SUTTIATERA UTARA'

dto

c.

NO.
VOLLUiIE PEI'IGAilBILAN

DAN PEMANFAATAN AIR

FAKTOR NII.^| AIR

.FNAI
JUTLAH

J FNAI
HARGAAIR

BAKU 
' 

MI

HARGA DASARAIR
{HAD}

VOLUIIE AIR

I m.l
NIL.AI PEROLEHAN AIR

TNPA)

I
2

3

1
5

0 s/d 50 il'
51 dd 500 Ml

5Ol s/d looo M'

1O0l srd 25lX! F
Lelrih > 2500 l{'

{4x0.0}+14.0x0.4
(4x0.6)+(44x0.4
(4x0.6l+(.L8x0.4
{4x0.61+(5.2x0.4
(4x0.6l+{5.6x0.4

.1.0

4t6
4.32

{48
4.G4

Rp 525,00

Rp 525.00

Rp 525.00

Rp 525.m
Rp 525.@

Rp alqt.0o
Rp at8il.(10
Rp 4268.00
Rp 2,352.$
Rp 2,4:!6.00

50
ilso

5{r0

1500

5{!O

Rp 105,{X10.00

Rp 9348{xt.0o

Rp I,t34,qro.@
Rp 3,528,qn 00

Rp l'218,(xr.00

IUIILAH NILAI PEROLEHAN AIR ( NPA I R6 6.967,81X1,0O

IUilI.A}I PAJAK TERTIUTANS IO % RD 696,780.@

NO.
VOLLUIIE PENGAHBILAN

DAN PEUANFAATANAIR

FAKTOR 
'IIILAI 

AIR

I FNA}
JUIILAH
I FNAI

HARGAAIR

BAKU'T'
HARGADASARAIR

( HAD)

VOLUHEAIR
I t!'l

NILAI PEROLEHAN AIR

I NPA}

1

2

3

1
5

0 srd 50 ll'
51 srd 500 tl'

5Ol i/d lo0o .llr
tqll srd 25lxl flF

Lebih > 25llo F

(2.25x0.6)+(2.5r0.4)
{ 2.25 x 0.6 ) + ( 2.75 x 0.4 |
(225x0.6f+(3.@rO.al
{a25x0.8}+(3.25x0./tl
{ 2.25 r0.6 } + ( 3.50 x 0.4 I

435
245
2.55

265
L75

Rp 525.qt

Rp 525.@

Rp 525.@

Rp 525.00

Rp 525.00

Rp 1,233.75

Rp 1,286.25

Rp 1,338.75

Rp 1,391.25

Rp 1,43.75

50
rl50

500

1600

5(n

Rp 61,687'50

Rp 578,812,W

Rp 669,375.d,

Rp 2'086,875.00

Rp 721,95.A0

IUTLAH NILAI PEROLE}IAN A'R ( NPA } 4-t la-625.OO

IUf,I.AH PAJAK TERHUTANG IO % RP 411,8?.50

NO.
VOLLUTE PENGATBIIAN
DAN PEtrANFAATAN AIR

FAKTORNILAIAIR

I FNA)
JUlil.AH
I FNA}

HARGAAIR

tsAl(u t t'
HARGADASARAIR

T HADT

VOLUUEAR
rFt

NILAI PEROLEHAN AIR

{ NPAI

1

2

3

1
5

0 s/d 50 lt'
51 s/d 500 tl'

50t 3/d 1000 lts

10ol srd 2!00 tF
Lsbih > 25oo ll'

4x0,6)+
rlr0.6)+
4r0.6l+
4x0.6 1+

4x0.61+

2.0 x 0.4 )
2.2rO.11
e.4xO.4l
2.6 r o.tt I
aEx0.4)

3.20

3.28

3.36

3.4
3-52

Rp 525.00

Rp 525.@

Rp 525.{X}

Rp 525.$
Rp 525.q,

Rp 1,680.00

Rp 1,722.40

Rp 1,764..@

Rp 1,8{16.00

Rp 1,848.@

5{t

45{t

5@

1500

500

Rp 84,000.00

Rp 774,9fl1.qt

Rp E8aflro.(X,

Rp 2,709,q[.00
Rp 924d10.0o

'UHLAH 
MLAI PEROLEHAN AIR { NPA ) Ro 5,3?3,gOO.@

'UTIA}I 
PAIAK TERTIUTANG 10 % Fn 537.390.00

(2.25x0.8)+{ 1.0r0.4)
( 2.25 x 0.6 ) + ('1.1 x 0.4 I
(2?5to.6l+ (1.2xO.11
(2.25x0.6)+(1.3x0.4)
{e25x0,6)+{1.4x0.4}

0 &rd 50 n'
51 sld 50O H'

flrl s/d tfixt F
l{ni srd 25(xl ti
L€Uh > 2500 F

GATOT PU'O NTIGROHO



I.AMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 24TAHUN 2011

TANGGAL 8April2O11

HASIL PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR

GOLONGAN WAJIB PAJAK KRITERIA I

HASIL PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR

GOLONGAN WA'IB PAJAK KRITERIA II

NO. PERUNTUKAN 0-50M3 51 - 500 M3 501 - 1000 M3 1001 - 2500 M3 Lebih dari 2500 Mg

t INDUSTRI 2,100 2,t44 2,268 2,352 2,436

2 NON INDUSTRI 1,680 1,,722 7-,7M 1,804 1,848

NO. PERUNTUKAN o-50M3 51 - 500 M3 501 - 1000 M3 1001 - 2500 M3 Lebih dari 25OO M3

t INDUSTRI L,234 L,286 1,339 1,391 L,444

2 NON INDU$TRI 919 940 961 98'2 1,OO3

PIt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO


